
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.876, 2012 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR 
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI. 
Assessor SDM Aparatur Jafung. Angka Kredit. 

 

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 41 TAHUN 2012 
TENTANG  

JABATAN FUNGSIONAL ASSESSOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR  
DAN ANGKA KREDITNYA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan karier dan 
peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang 
menjalankan tugas penilaian kompetensi manajerial 
pada bidang manajemen kepegawaian, perlu 
ditetapkan Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya 
Manusia Aparatur dan Angka Kreditnya; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang 
Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia 
Aparatur dan Angka Kreditnya; 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
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Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang 
Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai 
Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2797); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 
Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5121); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang 
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 
Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4332); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang 
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 
Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4192); 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang 
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 
Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4193); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang 
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4019); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 164);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

10. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 
Departemen sebagaimana telah enam kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Peresiden Nomor 64 Tahun 
2005; 

11. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang 
Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga 
Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah tujuh 
kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 
52 Tahun 2005; 
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12. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 91 Tahun 2011;  

13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara Sebagaimana Telah Diubah 
Dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011; 

14. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang 
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 

Memperhatikan : Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan 
surat Nomor WK 26-30/V119-6/93 tanggal 19 April 2012; 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan  : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR 

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK 
INDONESIA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL 
ASSESSOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAN 
ANGKA KREDITNYA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Republik Indonesia ini, yang dimaksud dengan: 

1. Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur yang 
selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Assessor adalah jabatan yang 
mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang 
untuk melakukan kegiatan penilaian kompetensi manajerial;  

2. Assessor adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, 
tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang 
berwenang untuk melakukan kegiatan penilaian kompetensi 
manajerial;  

3. Penilaian kompetensi manajerial PNS adalah suatu proses 
membandingkan kompetensi yang dimiliki PNS dengan kompetensi 
jabatan yang dipersyaratkan dengan menggunakan metode penilaian 
tertentu. 

4. Kompetensi manajerial adalah karakteristik yang mendasari individu 
dengan merujuk pada kriteria efektif dan/atau kinerja unggul dalam 
jabatan tertentu. 
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5. Standar kompetensi manajerial adalah persyaratan kompetensi 
manajerial minimal yang harus dimiliki seorang PNS dalam 
melaksanakan tugas jabatan. 

6. Metode penilaian kompetensi sederhana adalah suatu proses penilaian 
kompetensi dengan menggunakan alat ukur paling kurang wawancara 
kompetensi tingkat sederhana, psikotes dan/atau ditambah dengan 
paling kurang 1 (satu) simulasi tingkat sederhana.  

7. Metode penilaian kompetensi sedang adalah suatu proses penilaian 
kompetensi dengan menggunakan alat ukur wawancara kompetensi 
tingkat sedang, psikotes dan paling kurang 2 (dua) simulasi tingkat 
sedang.  

8. Metode penilaian kompetensi kompleks adalah suatu proses penilaian 
kompetensi dengan menggunakan alat ukur wawancara kompetensi 
tingkat kompleks, psikotes dan paling kurang 3 (tiga) simulasi tingkat 
kompleks. 

9. Metode penilaian kompetensi berkelanjutan adalah suatu proses 
penilaian kompetensi dengan menggunakan metode selain sederhana, 
sedang dan kompleks untuk mengantisipasi metode penilaian yang 
akan datang. 

10. Alat ukur adalah alat untuk menguji atau mengukur kualitas. 
11. Psikotes adalah alat ukur yang menggunakan berbagai alat tes 

psikologi yang sudah terstandard untuk melihat kecenderungan 
potensi kecerdasan dan preferensi Assessee yang dapat dijadikan 
salah satu prediksi keberhasilan pegawai dalam suatu pekerjaan. 

12. Simulasi adalah alat ukur kompetensi dengan menggunakan 
persoalan yang menggambarkan situasi dan kondisi yang secara nyata 
mungkin muncul dalam tugas/pekerjaan sehari-hari. 

13. Wawancara kompetensi adalah penilaian dengan menggunakan 
panduan wawancara terstruktur yang disusun berdasarkan 
persyaratan kompetensi jabatan yang akan diduduki. 

14. Kuesioner kompetensi adalah penilaian dengan menggunakan daftar 
pertanyaan yang disusun berdasarkan persyaratan kompetensi 
jabatan yang akan diduduki. 

15. Administrator adalah Assessor senior yang bertanggungjawab/ 
mengepalai pelaksanaan penilaian kompetensi dengan metode 
Assessment Center. 

16. Assessee adalah orang yang akan dinilai kompetensinya.  
17. Assessor meeting adalah pertemuan antar Assessor dan Administrator 

untuk membahas nilai kompetensi Assessee yang dinilai oleh masing-
masing Assessor untuk diintegrasikan dalam rangka memutuskan 
hasil akhir penilaian. 
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